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SM/Maulana M Fahmi
KUPAS PERPPU ORMAS : Pakar llmu Politik Undiip Dr Teguh
Yuwono MPol Admin (dua dari kanan) mengupas Perppu No 2 Tahun
2017 dalam FGD yang diadakan DPD KNPI Kota Semarang di
Semarang, Sabtu (19/8) malam. (27)

Perppu Ormas Lindungi Kedaulatan

FGD KNPI Kota Semarang
SEMARANG - Perppu No 2 Tahun 2017
tentang Ormas, mempunyai lingkup bukan

hanya persoalan komunisme, tetapi juga
yang bertentangan dengan ideologi
Pancasila dan berpotensi mengancam

kedaulatan NKRI.

Hal itu diungkapkan Prof Dr
KH Ahmad Rofig MA saat men-
jadi narasumber diskus mengu-
pas Perppu No 2 Tahun 2017.
FGD bertema '’ Menguatkan Ra-
jut Keindonesiaen, Indonesia Be-
bas dari Paham Anti-Pancasila
Menguatkan Subtans Perppu No
2Tehun2017, digdar DPD KNP
Kota Semarang di Hotel Sili-

wangi Semarang, Sabtu (19/8)
mdam. *’Kdau kitalihat seolah
olah Perppu No 2 Tehun 2017 ini
muncul karena persoalan HTI.
Padaha HTI sudah dibubarkan
sebelum lahirnya Perppu. HTI
dibuberkan tidek mdaui Perppu,
melainkan keputusan politik.
Sayamenilal sshenarnya Perppu
ini bagus, namun sayang momen

dan kemasannyatidak bagus,
sehingga perlu upaya agar tidak
mencederal Negara Indonesia
sebaga negara hukum,” ungkap
Guru Besar Hukum Idam UIN
Walisongo Semarang tersebut.

Adanya ormas anti-Pancasila
seperti HT1 yang kemudian
menjadi besar, menurut dia,
karenapembiaran dari pemerin-
tah. Padaha, duluiapernah me-
nyerukan kepada polisi untuk
menangkap merekayang nyata
nyataanti-Pancasila. Tapi, kare-
na payung hukum subversif
sudah dicabut, polis tidak dapat
berbuat apa-apa.

“’Kund penanganan ada pada
pemimpin. Karenaitu, pemimpin
harusadil, jikatidak adil yang ter-
jadi adalah saling memangsa,”
katanya di hadgpan pesarta FGD
dari tokoh masyarakat, akade-
mis, mahag swa, danormas.

Diskus interaktif jugameng-
hadirkan narasumber Prof Dr
Mahmutarom MHum (Rektor
Unwahas Semarang), Dr Teguh
Yuwono MPol Admin (Pakar
IImu Palitik Undip), dan Dr Any
Purwanti SH MHum (Pakar
Hukum TataNegaraUndip).
Dasar Hukum

Dr Teguh Yuwono MPol Ad-
min menandaskan, negaradiban-
gun bukan untuk berkonflik.
Negara punya hak mengatur.
Karenaitu, tidak bisa negara
membunuh organisad aaurekyat
kaautidak punyadasar hukum.

" Perppu ini merupakan dasar
hukum untuk mengatur negara
yang tidak hanya digunakan un-
tuk membubarkan HTI, namun
juga mengatur ormas yang sepa:
ratisatau subverdf. Konteksperp-
puini adaah untuk mengatur dan
medindungi negard’, kataTeguh.

Prof Dr Mahmutarom MHum
mengatakan, gpa pun bentuknya,
Perppu No 2 Tahun 2017 ini
adaah produk hukum yang me-
ngatur dan harusdijunjungtinggi.

Dr Any Purwanti SH MHum
mengutip mantan Guru Besar
Hukum Undip Alm Prof Dr Sa
tjipto Raherdjo, bahwasgak lahir
undang-undang telah cacat hu-
kum. *” Undang-undang merupa-
kan ciptaan manusiayang tidak
pernah sempurna. Karenaitu,
pasti ada celah kelemahan,
sehingga Perppu diharapkan
dapat menutup celah tersebut,”
tuturnya

Kepala Kesbhangpol Kota
Semarang Drs I sdiyanto yang
hadir mewakili Wali Kota
Semarang Hendrar Prihadi
menutup FGD dengan memba-
cakensambutanwdi kota. (H55-

27)



